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Abstrak
 

Kewajiban seorang Notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris, yang apabila dilanggar, maka dapat diberikan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Penulisan ini menjawab dua permasalahan utama mengenai tanggung jawab hukum Notaris yang membuat

addendum akta sewa menyewa yang diduga palsu serta akibat hukum dari addendum akta sewa menyewa

yang telah dibuat oleh Notaris yang diduga palsu dengan menganalisis Putusan Nomor

08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI

Jakarta. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis-normatif melalui studi kasus serta menelaah

teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan

untuk menganalisis permasalahan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara

dengan narasumber. Kesimpulannya, berdasarkan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan kepada Notaris yang membuat akta yang

diduga palsu yaitu berupa sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Sementara akibat hukum dari akta yang

telah dibuat oleh Notaris namun diduga palsu yaitu dapat dibatalkan dengan pembuatan Akta Pembatalan

apabila para pihak setuju untuk membatalkannya, atau apabila tidak menemukan titik terang maka dapat

dimintakan pembatalan ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

......The responsibilities of a Notary are regulated in Law No. 30 of 2004 concerning Notary Profession,

whereby in the event of a violation, will be subject to sanctions as a form of a Notary’s accountability. This

legal thesis address two main issues regarding the legal responsibility of a Notary who allegedly falsifies an

addendum in making lease deed and the legal consequences that applies to the act of falsifying a lease deed,

by analyzing the Decision Number 08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021 issued by the Supervisory

Council of Notary of DKI Jakarta Region. This legal thesis employs a normative juridical method, which

means that the research will be conducted by examining case studies, theories, concepts, legal principles,

and legislation. The data used in analyzing the underlying issues are secondary data obtained from literature

studies and interviews. In conclusion, pursuant to the said research method, it can be concluded that there

are 3 (three) forms of responsibility that can be given to a Notary who allegedly falsifies a deed, particularly

in the form of administrative, civil, and criminal sanctions. Meanwhile, the legal consequences of an

allegedly falsified deed that has been made by a Notary can be cancelled by making a Deed of Cancellation

if the parties agree to cancel it, or if it is not possible, the aggrieved party can subject to a request for

cancellation to the Court.
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